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Belanja

JAKARTA - Kebijakan Be-
lanja Daerah dalam APBD
perubahan Tahun Anggaran
2023 diarahkan untuk peme-
nuhan Belanja Prioritas dalam
kerangka kesinambungan im-
plementasi maoney follow prior-
ity program. “Ini akan menge-
depankan belanja untuk antara
lain pembangunan infrastrukiur
dan layanan perkotaan,” jelas
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru
Budi Hartono, Selasa (12/0).

Dia mengatakan ini terkait
angka perubahan APBD dari
83,78 triliun menjadi 78,72 trili-
un rupiah. Hal ini diungkapkan
Heru saat menyampaikan Ran-
cangan Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2023 dalam
Rapat Paripurna di Gedung
DPRD, Senin.

Menurut  Heru, pemba-
ngunan infrastruktur  dan

Daerah Diarahkan ke Pelayanan Perkotaan

layanan perkotaan adalah pe-
nanggulangan banjir, pena-
nganan kemacetan, dan pena-
nganan sampah. Kemudian,
pertumbuhan ekonomi sektor
usaha, serta pemulihan eko-
sistem kota, juga implementasi
pembangunan rendah karbon.

“Selain itu, memberikan
bantuan dalam bentuk subsidi
pelayanan publik, bantuan so-
sial, hingga bantuan keuangan
bagi pemerintah daerah lain-
nya dalam rangka kerja sama
antardaerah” ujar Heru dikutip
Jakartagoid.

Heru memaparkan dalam
kebijakan Pendapatan Daerah,
meliputi kebijakan Pajak Dae-
rah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan, Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah yang
Sah dan Pendapatan Transfer.

Kebijakan Pajak Daerah di-
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Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Gedung DPRD DK,

Jakarta Pusat, Senin (11/9).

lakukan dengan usaha inten-
sifikasi dan ekstensifikasi pajak
daerah. Ini di antaranya adalah
Pengembangan  Digitalisasi
Pelayanan Pemungutan Pajak
Daerah dan pengukuhan Wajib

Pajak baru berdasarkan sensus
pajak daerah.

Upaya optimalisasi pene-
rimaan Retribusi Daerah juga
dilakukan dengan usulan pen-
cabutan Peraturan Gubernur

Nomor 87 Tahun 2021. Ini ter-
kait keringanan Retribusi Dae-
rah. Untuk meningkatkan ki-
nerja Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah (LLPAD) yang sah
diperlukan kebijakan seperti
mengimbau kepada pemun-
gut retribusi terkait waktu pe-
mungutan untuk menghin-
dari piutang denda Retribusi
Daerah dan digitalisasi sistem
monitoring LLPAD.

Sementara itu, peningkatan
perolehan Pendapatan Trans-
fer difokuskan dengan meng-
usahakan peningkatan alokasi
Transfer ke Daerabh dan Dana
Desa sesuai dengan ketentuan.
“Pendapatan Daerah dalam
Perubahan APBD 2023 diren-
canakan sebesar 69,83 triliun.
Ini berarti terjadi pentrunan
6,12 persen dibanding Pene-
tapan APBD 2023 sebesar 74,38
triliun,” jelas Heru. ® wid/G-1



